prRrATU RAND AERAM KABUP ATEN MUSH BANYU ASIN

NOMOR 26
TENTANG

+ A UN 2005

perekonomia.n daerah mendorong
prasarand fsik sehinggd

a sarana dan
serta dampak sostal. jingkungan dan

herkembanghyad

dengan
strukst berup

Menimbang . a. bahwa
rumbuhmnya kegiatath kon
akan mempengaruhi t
keselamatan masyarakat 5
ukan oleh

yang dilak
dilakukan

an konstruksi
eriu

n kegunaannyad p
san :

. bahwa untuk menjaga agal angun
masyarakat sesual si da
pener:iban, dan pengawa

~ pengaturan. pembinaan

rsebut diatas. periu

Banyuasin tentang
jam Kabupateh

£ (a) dan (b) 1€
n Musi
Konstruksi Da

arkan pertimbangan huru
erah  Kabupale

bhahwa berdas
Peraturan Da
: 17in Usaha Jasa

menetapkan
Pembinaat
Must Banyuasin.

C.

1959 tentang Pe
Gelatan Lembaran
ahan Lembarag

ndang Nomor 2g ‘Tahun
dan Kotaprajd di Sumaterd
3. Tamb

1. U ndang-U
Tahun 1959 Nomot 73,

Mengingat :
Tingkat 11
indonesia
182135
or 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkunga
4 Republik indonesis 1997 Nomor %

Nomot 3699 )¢

2. Undang-—Undang Nom
mbaran  Negar

tlidup (L€
Lembaran Negard

Tambahan
lasa Konstrut

r 54, Tambal

g MNomor g Tahun (999 enani
o Republik (ndonesia Tahun 1999 Nomo
Nomor 60 )

v Undang Lindan
(i.crbaran Negar
Lemb

004 tentabl Pemerintahan Dat

Tahun 1999 Nomot 60, Tambz

qran Negard
¢ 10 Tahun 2
blik indonesia
9):

dang Nomo
Nenara Rep
fegara Nomor 383

4. Undang-4n
{ Lembaran
{ embaran T
5. Undamg——l.]ndang Nomot 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan D
(Lembaran Negara Republik {ndonesia Tahun 2004 Nowmor 123. Tamt

L embaran Negara Nomor 4437 )5
mbangan Keu
(Lembaran T

¢ 33 Tahun 2004 tentang Peti
.embaran |

Pemerimahan Daerah

ng Nomo
r \26. Tambahan i

ptah Pusat dan
2004 Nomo

Undang—U nda
antara pemert
Republik Indonesia Tahun

Nomor A437 %0

0.

a 2000 rentang  KEW¢

7. Peraturad Pemcrintah Nowmor 25 ‘Tahu
an kewenangan propinst scbagal {acrah Otonam (Ls
Tambahan | .cmbaran MNegart

‘.’cmcrinluh d
Ne,ara Republik Indonesia Nomor 54,
2. Paratural

3952 ) -



Meneiapkan

2

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tabhun 2000 tentang Usaha Jan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);

P _raturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
onstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan dan
Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3958);

. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun 2002
tentang Kewenangan Peinerintah  Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11);

. Peraturan Daeran Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000
tentang Pembeatukan Organisasi  Dinas-dinas Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2002 Nomor 26).

Dengan Persctujuan Bersuma

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUS) BANYUASIN TENTANG
PEMBINAAN DAN RETRIBUS! [IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DALAM KABUFATEN MUSI BANYUASIN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratu:an Dacrah ini yang dimaksud dengan :
|

i
.

~
3

4,

Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

Pemerintah Daerah adalal, Bupati dan Perangkat [Daecrah sebagal unsur
penyclenggara Pemerintahan Daeraly ;

Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;

Jasa Konstruksi adalah }ayanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan
konstrukst, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstrukst dan layanan jasa
konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi:

Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup
pekerjaan  arsitektural, sipil, mekanikal elektrikal dan tata lingkungan
masing-masiry beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan
alau bentuk fisik lain.;

Pengguna Jusa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas
atau pemilik pekerjaan proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
Penyediaan Jasa adalah orang perseorangan atau baden yang kegiatan
usahanya menyediakan Jayanan jasa konstruksi;

¥ Kontrak ............
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14.

16.
17.

20.

Kontrak Kerja Konstruksi adalah Keseluruhan dokumen yang mengatur
hubungan hukum antara  pengguna jasa dan  penyedia jasa dalam
peny cienggaraan pekerjaan konstrukst:

Kepagalan Bangunan adalah keadaan btangunan yang setelah diserah
terimakan oleh pcnyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi
baik sebagian at.u secara keseluruhan dan tidak sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam kontrak kerja kontruksi atau pemanfaatannya yang
menyimpang sebagai akibal kesalahan penyedia jasa dan pengguna jasa;
Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi
keahlian dan keterampilan tertentu, orang perscorangan dan badan usaha
untuk menentukan izin asaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang
diwujudkan dalam sertifika’;

. Perencanaan Kontruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan

usaha yang dinyatakan ahli vang profesional dibidang perencanaan jasa
kontruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen
perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;

. Pelaksanaan Kontruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan

usaha yang dinyatakan ahli profesional dibidang pelaksanaan jasa kontruksi
yang mampi menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil
perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk [isik lain:

. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan

usaha yang dinyatakan ahh yang profesional dibidang pengawasan jasa
konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal
pelaksanaan pekeriaan konstruksi, sampai selesai dan diserah terimakan;
Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan
penggolongan usana dibidang jasa kontruksi menurut bidang dan sub bidang
pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian pekerjaan
orat.g perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan
ketrampilan lertentu atau kefungsian atau keahlian masing-masing;

. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan

penggolongar  usaha dibidang jasa  konstruksi menurut tingkat atau
kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi
ketramipilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi
menurut tingkat kedalaman atau kompetensi dan kemampuan profesi dan
keahlian:

BBadan Usaha adalah Badan Usaha vang bergerak dibidang jasa konstruksi:
Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribust;

. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagt wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi;

CSurat Pendaftaran Objek Retribusi Dacrah yang sclanjutnya dapat disingkat

SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribust untuk melaporkan
obyek retribusi dan  wajib retribusi  sebagai  dasar perhitungan dan
pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi daerah;

Surat Ketentuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD
adalah Surat Feputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang;

CSurat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRBD adalab

Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
bunga atau denda.

BAB II.......coenenis
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BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Izin Usaha Jasa Konstruksi dimaksudkan sebagai arahan., pedoman dan
pembinaan bagi setiap kegiatan perusahaan yang akan bergerak dibidang usaha
jasa konstruksi.

BAB Il
USAHA JASA KONTRUKSI
| Pasal 3

Usaha Jasa Kontruksi mencakup jenis usaha. bentuk usaha dan bidang usaha jasa
konstrukst.

Pasal 4

(1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah
ini, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan
konstruksi;

(2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa
konstruksi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil,
clektrikal, mekanikal dan tata lingkungan;

(3) Usaha jasa pelaxsanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa
pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsiterktural, sipil, elektrikal,
mekanikal dan tata lingkungan;

(4) Usaha jasa pengawasan pekerjean konstruksi memberikan layanan jasa
konstruksi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil,
clektrikal, mekanikal dan tata lingkungan.

Pasal 5

(1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan Kkonstruksi sebagaimana
dimaksud ayat (2) pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdiri dari
a.  Surver;

b, Perencanaan umurm, studi makro dan studi mikro;
¢. Studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
d. Perercnanaan teknik, operasi dan pemeliiharaan;

Penelitiail.

[}

(2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (4)
pasal 4 Peratur. n Daerah ini terdiri dari :
a.  Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi:
b. Pengawasan keyakinan mutu. dan ketepatan waktu dalam proses
pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

(3) Lingkup layanau jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara
terintegrast terdiri dari jasa;
a. Rancang babgyun;
b. Perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;
¢. Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.

(4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan pengawasan  lainnya
mencakup antara lain jasa;
a. Mangjemen Proyek;
b. Manajemen Konstruksi:
¢. Penilaian kwalitas, kwantitas dan biaya pekerjaan,

Pasal 6 ............ -
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Pasal 6

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 2
Peraturan Daerah ini, meliputi usaha perseorangan dan badan usaha baik
nasional maupun asing.

Pasal 7

(1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan b Daerah ini, terdiri

('.}

dan :

a. Bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi  arsitektur  bangunan
berteknologn sederhana, arsitektur berteknologi menengah, arsitektur
berteknologi  tirggi, arsitektur ruang dalam  bangunan (interior),
asitektur lansekap tertaasuk perawatannya;

b. DBidang pekeriaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan,
jalan kereta api. landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran
drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan. bendung atau bendungan,
bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air,
struktur banginan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik
termasuk perawatannya dan pekerjaan penghancuran bangunan
{demolition);

¢. Bidang pekerjaan mexanikal yang meliputi antara lain instalasi taat
udara atau AC, nstzlasi minyak afau gas atau geoternal, instalasi
industri, isolasi internal dan suara. konstruksi lift dan eskalator,
perpipaan termasuk perawatannya;

d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara  lain  instalasi
pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan
telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi
dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi sentral
teleckomunikasi, instrumentasi, penangkal petir termasuk perawatannya

¢. Bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan
perkotaan atau planologi, analisa dampak lingkungan teknik,
lingkungan, tata lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan
wilayah, bangunan pengolahan air bersth dan pengolahan limbah,
petpipaan air “ersih dan perpipaan limbah termasuk perawatannya.

) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

menjadi sub bidang pekerjaan den bagian sub pekerjaan ditetapkan lebih
lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN
Pasal 8

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya monyelenggarakan
pembinaan jasa konstruksi, meliputi;

a.
b,
C
d.

Q.

Mlaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;

Menyebar luaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
Melaksanakan pelatiban, pembimbingan teknis dan penyuluhan;

Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;

Melaksanakan  pengawasan  sesuai  dengan  kewenangannya  untuk
terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstrukst;

Memberikan  informasi tentang  ketentuan  keleknikan,  keamanan,
keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan;

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan
tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan
konstruksi;

h. memberikan ...........
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Memberikan  kemudahan peran serta masyarakat dalam  pelaksanaan
pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang
m~mbahiayakan ke entingan dan keselamatan umum.

BAB V
PERIZINAN
Pasal 9

Sctiap orang atau badan yang akan memantaatkan jasa konstruksi dalam daerah,
wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.

Pasal 10

[zin ¢sbagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerab ini, adalab sarana
pemberian arahan perencanaan. pelaksanaan dan pengawasan pekerjaaa.

Pasal 11

(1) Niasa berlaku izin usaha jasa konstrukst selama 3 (tiga) tahun dan setiap

tahunnya diwajibkan untuk diteliti ulang pada Pemerintah Daerah yang

bertanggung jawab terhadap pembinaan jasa konstruksi;

Izin jasa usaha konstruksi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

diberikan pada badan usaha jasa konstruksi Nasional yang telah memenuhi

persyaratan :

a. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga
jasa konstruksi sesuai dengan bidangnya;

b. Melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha jasa konstruksi.
[zin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bagi

badan usaha asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
a. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga;

b. Memiliki kar.tor perwakilan di Indonesia;
¢. Memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
d. Memenui ketentuan yang dipersyaratkan oleh Peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 12

Jerus perizinan usaha jasa konstruksi dalam daerah, digolongkan sebagai berikut:

d.

b,

Izin usaha jasa konstruksi golongan kecil (K) terairi atas .
1) Golongan Kualifikasi K3 (Kecil-3) yaitu perusabaan dengan modal

setinggi-tingginya sebesar Rp. 100,- Juta.
Y} Golongan Kualifikasi K2 (Kecil-2) yaitu Perusahaan denga modal
setinggi-tingginya sebesar Rp. 100,- Juta sampai dengan Rp. 400.- Juta

3) Golongan Kualifikasi K1 (Kecil-1) yaitu Perusahaan dengan modal diatas

Rp. 400 - Juta sampai dengan Rp. 1 Milyar.

[zin usaha jasa konstruksi golongan menengah (M) meliputi :
1y Golongan Kualifikasi M2 (Menengab 2) yaitu perusabaan dengan modal

diatas Rp. 1 Milyar sampai dengan Rp. 3 Milyar.

2) Golongan Kualitikasi M1 (Menengah 1) yaitu perusahaan dengan modal

datas Rp. 3 Milyar s/d Rp. 10 Milyar.

izin usaha jasa konstruksi polongan kualilikasi B (Besar) yaitu perusahaan
dengan moedal dia.as Rp. 10 Milyar.

BAB VI ............
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BAB X ,,
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

{1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) keputusan
ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen
lainnya yang dipersamakan;

(2) Bentuk, isi dar tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 20

(1) Pemuagutan Retribust tidak dapat diborongkan:
(2) Retribust dipungut dengan menggunakan SKRID atau dokumen Taiy yang
dipersamakan.

BAB X1
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

(1) Dalam hal wanb retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen)
seliap bulan dari retribusi vang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD;

(2) Orang pribad: atau Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha jasa
konstruksi yang telah melanggar ketentuan Pasal 12 keputusan ini, maka
akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izinnya serta membekukan atau
melarang operasional izin usaha jasa konstruksi.

BAB XIH
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 22

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
(2} Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakatan,
poinbayaran  retribusi  dilakukan setelah  berakhirnya jangka wakiu

pemakaian;

(3) Refribusi yang terhoiang dilunast pada saat diterbitkanya SKRD  atau
dokumen tain yang dipersamakan:

{(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran reteibusi diatur
dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV ...
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BAB X1V
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 23

(1Y Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara khusus
penerima pada Bagian Penyusunan Program guna disetorkan ke Kas
Dacrah melalur Dinas Pendapatan Dacrah atau Bank Sumatera Selatan
(Cabang Sekayu:

(2) Tata cara penyetoran retribusi ditetapkan olah Bupati.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 24

(1) Wajib retribust daput mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk atas SKRID atau Dokumen lain yang dipersamakan
SKRDKBT dan SKRDLB;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis diberi meterai lengkap dalam Bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan vang jelas:

(3) Daiam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan wajib
retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan retribusi tersebut;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Bulan
sgjak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan
SKRDLD ditcrbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan
balwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannnya;

{5) Keberatan yang iidak memenuhi persyaratan schbagaimana dimaksud ayat
(2} dan ayat f3) dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkar;

'6) Mengajukan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan relribust.

Pasal 25

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam } bulan sejak
tanggal Surat Keberatan yang diajukan:

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat  berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang
ferutang; '

(3) Apabila jan:ka waktu secbagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui
dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian  retribusi  dianggap  dikabulkan  dan SKRDLB  harus
diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

(4) Apabila wajib retribusi mempunyat hutang retribusi lainnya kelebihan
membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;

{5) Pengembalian kelebihan nembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB:

(6) Apabila pengembalian retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2
(dua ) bulan, Kepala Daerak memberikan imbalan bunga sehesar 2 % ( dua
persen) sebuian atas keterlambatan pembayaran retribust.

Pasal 26..........
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Pasal 26

(1) Permohonan pengembalian  kelebihan pembayaran  retribusi  diajukan
secara tertulis kepada Pejabal Daerah  denpan sekurang-kurangnya
menychutkan :

a. Nama dan alumat wajily retribusi;
b. Masa retribusi ;

¢. Besarnya kelebihan pembavaran;
d. Alasan yvang singkat dan jelas.

(2) Permohonar Pengembalian kelebithan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat;

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah dan bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Bupali.

Pasal 27 \

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah membayar kelebihan retribusi;

(2) Apabila Pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi
lainnya, sebagaimana yang dimaksud pasal 20 ayat (1) Pembayaran
dilakukan dengan pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagaimana bukli pembayaran.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 28

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, Keringanan, dan pembebasan
retribust: '

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi:

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Bupati.

BAB XVII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihann retribusi , kadaluarsa setelah melampaui
wakiu 3 (tiga) Tahun terhitung scjak saat lechutangnya retribusi, kecuali
apabila wajib retribusi melakukar tindak pidana dibidang retribusi;

{2) Kadaluarsa penagihan retribusi sehagaimana dnmaksud oleh ayat (1) pasal
ini tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
bb. ada pengckuan hutang cetribusi dari wajib retribusi baik langsung atau
pun tidak langsung.

BAB XVIII .........
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BAB XVIII

KETEMNTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten
diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk .melakukan penyidikan
tindak pidana uibidang retribusi daerah;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

d.

.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkcnaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
Meneliti, mencari dan atau mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan temang kebenaran perbuatan yang dilakukan
retribusi daerah;

Meminta keterangan dan banan bukii dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidana retribusi dacrah;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan Jdan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan
pencatatan dan dokumnen—dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bukii tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahii dalam rangka melaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang lain dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana
dimaksud pada pasal 2;

Momotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah ;

Mengadak n penyidikan;

Melakukan tindakan yang perlu untuk dilancarkan penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi  daerah  menurut  hukum  yang dapat
dipertangpeun zjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyamnaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum,
sesual dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor § Tahun 1981
tentang Tlukum Acara Pidana,

BAB XIX

KETEMTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan dacrah diancam kurungan paling lama 6 {enam) bulan dan atau
denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

{(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah Pelanggaran,

BAB XX ...
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BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

[lal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur le: ih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Diundangkan i Sekayu
pada tanggai 29 Juli 2005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005
NOMOKk 28



